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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan berkaitan dengan , maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan 

bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Guning Sugih adalah 

merupakan hak napi yang menjalani sekurangnya 2/3 dari fase pidananya 

dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan juga dengan 

memperlihatkan tingkah laku yang baik selama berada di lembaga 

pemasyarakatan kelas II B Guning Sugih sehingga pemberian 

pembebasan bersyarat dapat dijalankan sesuai dengan persyaratan 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01.PK.04.10 

Tahun 2007. Syarat yang harus dipenuhi narapidana yang akan 

mengajukan pembebasan bersyarat dibagi kedalam syarat subtantif dan 

administrative.  

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan 

pembebasan bersyarat terlalu rumitnya persyaratan sehingga tidak 

terpenuhinya syarat administratif yang merupakan faktor terbesar yang 

menyebabkan narapidana tidak dapat diberikan hak bebas bersyarat  serta 

prosedur pengusulannya yang terlalu susah akan memakan waktu sangat 

lama untuk berhasil mendapatkan putusan yang diterima atau ditolak 

selama proses tersebut. proses yang dilakukan di direktorat jendral 

pemasyarakatan sangat lama dalam hal ini direktorat jendral 

pemasyarakatan merupakan pemusatan dari seluruh Lapas yang ada di 

indonesia. Selain itu faktor masyarakat yang kurang percaya terhadap 

narapidana menyebabkan pemerintah menolak narapidana untuk diberikan 

pembebasan bersyarat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka saran yang peneliti dapat 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penyederhanaan birokrasi dalam pemenuhan hak-hak 

narapidana khusunya berkaitan dengan hak pembebasan bersayarat. 

2. Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat menerima narapidana yang telah menjalankan masa 

hukumannya sehingga tujuan pemidanaan untuk mengembalikan seorang 

pelaku pidana kemasyarakat dapat terwujud. 

 


